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P ENETAPAN
Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.TR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Jombang, 08 Agustus

1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan
Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut Penggugat;
melawan
Tergugat, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Jombang, 02 Maret

1979, agama Islam, pekerjaan Teknisi Bengkel Kanopi,
pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman
di xxxx, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang,
Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15
Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb
dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal 15 Maret 2021,
telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :
Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di

Peterongan pada tanggal 19 Juni 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur,
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 19 Juni 2009;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan,
dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx, Kecamatan
Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, hingga
pisah;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak
bernama
3.1 xxxx, Jombang 09 Oktober 2004;

3.2 xxxX, Samarinda 20 Januari2011;
Anak Pertama saat ini dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua saat ini
dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis hamun sejak bulan Maret 2013 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengakaran tersebut
karena :
6.1 Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, hal ini diketahui

Penggugat karena Tergugat pulang kerja dalam keadaan mabuk;

6.2 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus bekerja;

6.3 Ketika Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat pernah beberapa kali
memukul wajah Penggugat dan anggota badan lainnya;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2014. Akibat
dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan dari

kediaman bersama,;
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Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,
karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik
bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan

dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cqg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/
kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang mana relaas yang
panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali hidup
rukun dengan Tergugat, dan atas penasehatan tersebut, Penggugat telah
menyatakan bahwa Penggugat akan mencoba kembali mencari alamat
Tergugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat akan mencoba kembali mencari alamat
Tergugat, Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan
selanjutnya mohon penetapan;
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Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat, dan
bahwa Penggugat akan mencoba kembali mencari alamat Tergugat, oleh
karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat akan mencoba kembali mencari alamat
Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali
rukun;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat
untuk mencabut perkaranya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan
selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
161/Pdt.G/2021/PA.TR. dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register
perkara,;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini dihitung sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu
rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanjung Redeb pada hari Senin 12 April 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 29 Sya’ban 1442 Hijriah oleh Nurqalbi, S.H.l sebagai Ketua
Majelis, Dhimas Adhi Sulistyo, S.H dan Jafar Shodiq, S.H.l, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Nurqalbi, S.H.I

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H Jafar Shodiq, S.H.I
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Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya :
1. Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00

2. Biaya Proses . Rp 50.000,00
3. Biaya : Rp 400.000,00

Pemanggilan

4, PNBP : Rp 20.000,00
Panggilan

Pertama

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya : Rp 10.000,00
Materai

Jumlah : Rp 520.000,00
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